%~
) .

.

BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO ~

PERATURAN BUPATI BOALEMO |
NOMOR b@ TAHUN 2019

TENTAN G

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA :
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO

‘DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| "Menimbang D a.

BUPATI BOALEMO

bahwa dalam rangka perbalkan organisasi, ketatalaksanaan

| ?:2:1 4 f} é § i dan kepegawalan yang berbasis pada kmexja dlbutuhkan’
A , uraian anahsa jabatan pada setlap Jabatan untuk
g Ha”f; | S B mewujudkan pegawa1 negeri sipil yang profes1ona1 berdaya :
: Em’i""hgﬁai o /l guna dan barhasil guna; : e | ‘
Vﬁ He“ﬂi}% ; : b. bahwa untuk menentukan formasi Jabatan, - peringkat
3 ‘é@iﬁggﬂ jabatan dan ¢Va1uasi jabatan perlu dilakukanAnalisis Beban :
RSP | Kerja; ‘
| & ¢c.. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana d1maksud :
@A;%—F LIBRAR %{ KIS dalam huruf a dan huruf b, “perlu menetapkan Peraturan
. L\ Bupat1 Boalemo tentang Analisis Jabatan dan Analisis
WaBUS \A ~ 1Beban Kerja. pada Badan Kepegawalan Daerah, Pendldlkan
DA Bg ' dan Pelatihan Kabupaten Boalemo; ‘
engingat ;. 1, iUndang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan
ﬁg& \~\ [ Kabupaten ~Boalemo‘ (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia
f A HUKUS { —{Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik
L Indonesia Nomor 3899), sebagalmana telah di ubah dengan

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan

- Atas Undang — Undang ‘Nomor 50 Tahun 1999 Tentang




Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Repubhk e
Indonesia Tahun 2000 Nomor 7 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indone31a Nomor 39695); - :

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

| Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Repubhk :
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara E
 Republik Indonesia Nomor 5234)
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Slp11
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 5494); |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
‘Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr’
~ dengan 'Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
" Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 ‘
Tentaﬁg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Nomor 5679); : : |
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
g Perangkat Daerah (Lembarari Negara Republik Indonésia Tahun o
2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Repubhk S
- Indonesia Nomor 5887); |
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahuﬁ 20 17 tentang
Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indone31a Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubhk,
: Indonesm Nomor 6037);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Anahsls Jabatan | o , ;
. Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Nomor 41 Tahun 2018  tentang
meenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Négeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Benta Negara Republik o
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
Peraturan Menten Dalam N egen Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berlta Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah




11,

- Menetapkan :

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri' Nomor 120 Tahun
| 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen'
Nomor 80 Tahun 2015 tentang. Pembentukan Produk Hukum ;
_ Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun 2018 Nomor’
157)

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis J abatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 20 16

~ tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 65)

12 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 20 16 tentang Kedudukan,

1 Susunan Orgamsa81 Tugas, Fung31 dan Tata Kerja Perangkat"

Daerah Badan Kepegawalan Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

~ Kabupaten Boalemo (Benta Daerah Kabupaten Boalemo Tahun

.2016 Nomor 598); -

_ MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG ANALISIS’

’ ‘JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOALEMO

| BAB I
KETENTUAN UMUM e
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dimaksud dengan

' 1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo

. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemermtahan oleh ,

iy pemermtah daerah dan dewan perwakllan rakyat daerah menurut asas

‘otonom dan tugas pembantuan dengan prms1p otonomi seluas—luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesm

3. Pemerintah “Daerah adalah Bupati sebagai ‘unsur penyelenggara

pemermtahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerlntahan

 yang menJadl kewenangan daerah otonom.




Perangkat Daerah unsur pembantu Bupatl dan Dewan Perwakllan Rakyat "
" Daerah dalam peneyelenggaraan urusan pemermtahan yang menJadly

‘ kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Boalemo.

4 Sekretarls Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Boalemo

Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan

fungsi diluar tugas dan fungs1 perangkat daerah. ; |
,' Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawaly o

'Negen Sipil di L1ngkungan Pemerlntah Daerah Kabupaten Boalemo | |
.o d abatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung]awab

wewenang, dan hak seorang pegawa1 negen sipil dalam suatu organisasi

. Negara.

g 210.'"';Jabatan Pimpinan T1ngg1 adalah sekelompok Jabatan tlnggl pada instansi

13.

L i ,:pemerlntah

11,
Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
12,

. Jabatan Admlnlstra81 terdm atas Jabatan Admlmstrator Jabatan

Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan

- tugas, tanggung Jawab Wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Slpll

dalam rangka memlmpm pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan pubhk ’

~ serta admmlstras1 pemenntahan dan pembangunan

'Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan -yang menunjukkan tugas,

tanggung Jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

| - rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh peJabat ,

e pelaksana.

‘Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, “
tanggung Jawab wewenang dan hak seorang Pegawa1 Negeri Sipil dalam

| rangka melaksanakan - ‘kegiatan pelayanan publik serta administrasi -

o pemerintahan dan pembangunan

15. ','Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang ber131 fungsi dan

. 'tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan = tertentu dan kenaikan pangkatnya‘

T

S dnsyaratkan dengan angka kredit.
16.
| : data Jabatan yang dlolah menjadi informasi Jabatan

Ana11s1s Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan :

Analisis Beban Kerja adalah suatu tekmk manajmen yang dilakukan

secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat

efektivitas dan efisiensi Jkexja berdasarkan volume kerja;




18.

Jabatan Fungsmnal Tertentu adalah suatu  kedudukan yang:
menunjukkan tugas, tanggung jawab, . wewenang dan hak seseorang

pegawa1 negerl ‘dalam suatu organlsa31 yang dalam pelaksanaan tugasnya

| dldasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersﬁat‘ o

mandiri dan untuk kenaikan Jabatan dan pangkatnya dlsyaratkan dengan By

~angka kredit.

)

‘Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas :

' k, Jabatan yang ada dan d1susun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas E

| f,'J abatan dlrumuskan dari tugas yang pahng inti atau pahng esen81 dalam

i Jabatan yang bersangkutan.

Rincian Tugas J abatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas

jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan

: dalam memproses ‘bahan kelja men_]adl hasil kexja dengan menggunakan

perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap

_]abatan bens1 sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12

- (dua belas) tugas dan setiap tugas dluralkan dengan jelas dalam rincian

91,

23

tugas, gambaran tentang apa yang dlkeljakan, mengapa harus

dikerjakan, dan bagalmana cara mengeljakannya

Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan Jabatannya dalam rangkalan susunan kepegawaian yang '
B ' 'dlgunakan sebagai dasar penggajlan
‘ 22. Syarat jabatan adalah  syarat yang harus dipenuhi atau d1m111k1 oleh o

'seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan

kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan‘ '

~ kerja yang diidentifikasi dari pemlhkan pengetahuan kerja, pendidikan, -
~ pelatlhan pengalaman kexja, dan kemampuan dari aspek ps1kologls dan
k, kekuatan fisik.
Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vert1ka1 S

- maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung

ol . Jawab _]abatan serta persyaratan Jabatan dan menggambarkan seluruh

i _]abatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
24,

Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karaktens’ak

L Jabatan seperti nama Jabatan, kode jabatan, unit kerj]a, ringkasan tugas |

jabatan, has11 kerja, bahan kerja, perangkat/ alat ker_]a, tanggung jawab,

o wewenang, r1nc1an tugas, nama Jabatan d1bawahnya, korelasi jabatan,

keadaan tempat kexja, presta81 ker_;a, upaya ﬁSlk ‘resiko bahaya, dan

; syarat jabatan.
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a.

o P P"

~ BABII |
'MAKSUD DAN TUJUAN
; Pasal 2

analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebljakan
program pembinaan /penataan - kelembagaan, kepegawa1an,
kketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pend1d1kan dan pelatlhan
‘ aparatur. ,

analisis _]abatan dlgunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebljakan‘
program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap

' ,pemangku Jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsmya

. BABIII‘

'RUANG LINGKUP
: Pasa‘ly 3 |
o ‘ Ruang hngkup pengaturan da.lam Peraturan Bupat1 ini adalah :
anahs1s Jabatan
analisis beban kerja;

' kegunaan analisis Jabatan dan analls1s beban kerja;

kewenangan, dan

g momtormg, Evaluasi dan Pengendahan

BAB IV
ANALISIS JABATAN
Pasal 4 |

’Anallsls Jabatan disusun sebagal dasar untuk memperoleh 1nformas1

‘ Jabatan secara 1lebih tepat dan akurat.

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai

‘ dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan

| -Kepegawalan Daerah, Pendidikan dan Pelatihan  dalam kepentingan

kelembagaan, kepegawaian, kketatalaks‘anaan dan pengawasan serta

‘akuntabilitas. '

S BABYV _
ANALISIS BEBAN KERJA
' » Pasal 5 k

‘Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk ihemperoleh jumlah

' Aypyegaway’i yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi




2

kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organ1sas1 Badan
Kepegawalan Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo ' <
'I‘uJuan Analisis Beban Ker_]a sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sebagai

 dasar- penempatan pegawai dalam jabatan yang dlperlukan oleh Badan '

, Kepegawalan Daerah, Pendidikan dan Pelatlhan Kabupaten Boalemo dalam

o (1)

- (2)

S TR I cz.fp o P

elaksanaan tugas dan fungs1 organisasi sesuai beban kerja '

BAB VI
KEGUNAAN
Pasal 6

Ana11s1s Jabatan dan Anahs1s Beban Ker_;a dlpergunakan untuk :
. Perencanaan kebutuhan PNS ‘
. Rekruitmen calon PNS; .
Penempatan PNS;
.Pengendahan PNS;
Pendidikan dan pelatihan PNS
Pengembangan PNS ‘dan
. Kesejahteraan PNS.
Kegunaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya
d11akukan oleh : ‘ ‘

a. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelauhan, '

b, Baglan Hukum dan Orgnisasi.

o

Pasal 7 :
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dllakukan terhadap Jabatan‘

p1mp1nan tmggl, Jabatan administrasi dan Jabatan fungsional pada Badan s
; Kepegawalan Daerah Pendidikan dan Pelatihan. k‘ ' o

‘Anahsas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi

; 1nforrnas1 jabatan, meliputi :

pPwm Mmoo a0 TP

Nama jabatan;
Kode jabatan;

Unit orgamsa31,
Kedudukan dalarri struktur organisasi;
Ikhtisar Jabatan
Uraian tugas; |
Bahan kerja§ o
Perangkat/alat kéija; -




i. ,HaSil kei‘ja;

j- ) Tanggung jawab;

k. ‘Wewenang;

1. Korelasi jabatan;

" m. Kondisi lingkungan ke1ja, -

@

S n. Resiko bahaya;

Syarat jabatan;

Butir mforma31 lain.

0.
P Prestasi yang dlharapkan, dan
4 ,

Ana11s1s Beban Kerja berupa Jumlah forma81 jabatan dan pegawai yang

;,‘d1butuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian

~ Daerah, Pend1d1kan dan Pelauhan Kabupaten Boalemo sesuai dengan

_ beban kerja jabatan.

Hasﬂ penyusunan Ana.hs1s Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan

‘ 'Kepegawman Daerah, Pendidikan dan Pelat1han sebagamflana tercantum

‘ dalam Lamplran I1dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebaga1mana L

= dlmaksud pada ayat (4) dltetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

‘ setelah mendapat vahda31 dan Baglan Hukum dan Organ1sas1 Sekretariat

o Daerah Kabupaten Boalemo

BAB VII
KEWENANGAN

Pasal 8
Ana11313 Jabatan dan Ana11s1s Beban Kerja merupakan kewenangan Badan
Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatlhan dalam hal ini
dilaksanakan oleh Baglan Hukum dan Orgamsam
Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana
d1maksu,d pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat

- Daerah terkait dan / atau pihak lain. |

BAB VIII
: MONITORING EVALUASI DAN PENGENDALIAN
' Pasal 9 ‘

Baglan Hukum - dan Organlsa31 melaksanakan momtormg terhadap

pemanfaatan pelaksanaan hasﬂ Anahs1s Jabatan dan Analisis Beban Kerja




pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pélatihé.ri Kabupatén
| Boalemo secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. ,
(2) Evaluasi dan pegendahan kebijakan/ pengaturan analisis jabatan dan
_analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan
. penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatlhan Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh Badan
;Kepegawalan Daerah, Pendldlkan dan Pelatlhan dan Bagian Hukum dan
Orgamsa31 . |
: (3)' Pelaksanaan evalua31 dan pengendalian sebagalmana dunaksud pada ayat
e (2), Baglan Hukum dan Organisasi dapat berkoordma31 dengan Organisasi
Perangkat Daerah terkait. _
g (4)' Anggaran pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pengendalian
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan
e pada Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah (APBD) melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat

'Daerah Kabupaten Boalemo.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

o Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan

e Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

DARWIS MORIDU

- vD1undangkan di Tllamuta
 pada tanggal 1 Agothse 2019
KABUPATEN BOALEMO

(BERITA DAE KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR %)




LAMPIRANI :PERATURAN BUPATI BOALEMO e

NOMOR : 69 TAHUN 2019
TANGGAL . s basTvs 2019

TENTANG :  ANALISIS JABATAN DAN >Z>Em~m wmw>2 NEN&P ~u>U> BADAN N@vmm>€>m>2
U.Ewwa.m wHZUHUHHOPZ U>Z _umub>dm>2 N\wwcﬂwﬂmz wOZLMZO
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[

|

, DAFTAR =>mHH Ebﬁumum .EPW»#.FPZ sz >z>ﬁummm NHW>Z KERJA
~v>U> BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN U>2 MHEP.—.HEPZ

e i Tt e

KABUPATEN BOALEMO A
T iR PEGAWAL | KEBUTUHAN |  KELEBIHAN/
No o NAMAJABATAN . 0 i 'EXISTING IDEAL | KEKURANGAN
KEPALABADAN g T . M B
1. |Sekretaris Badan | o
o1 Kepala Sub w,mmmms Umum dan Keuangan R e r o
- a Pengadministrasi Umum , 1] 1 0
b. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Umowmw, : 1 .. 1 0
¢. Pengadministrasi Keuangan ; 1 | 2 -1
| 4. Pengadministrasi Penerimaan 1] 1 0
| e. Bendahara ; ; 1 1 0
| f. Pengemudi 0 | 2 2
| g. Pramu Kebersihan - 1| 2




coov—

i

NAMA JABATAN

PEGAWAI
EXISTING

KEBUTUHAN
IDEAL

 KELEBIHAN/

KEKURANGAN

5

FUEL BN

3

A. ;

5

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian

a. Pengadministrasi Perencanaan dan Program

b. Penyusun Program Anggaran dan wﬁmﬁogb

—

o

c. Pengadministrasi Kepegawaian

o
s IENRR o B

o

- Nmmw—m Bidang Kepegawaian

2.1

Kepala Sub Bidang Mutasi

e

a. Pengelola Kepegawaian

b. Penyusun Rencana Mutasi

-

2.2

Kepal Sub Bidang Penggajian dan Nmm&.mwﬁmwmmﬁ Pegawai |

a. Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur

U FEEUNLEY Fuse P

2.3

Kepala Sub Bidang INKA dan Pengolahan Data

[ R

a. wmsmm_oﬂm Sistem Informasi Zmﬂm_mgmb W@ﬁmmmémwms

Nmuw—m Bidang Diklat .Zuwum.n:n

T

- 3.1

Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan mﬁmsmwbwm@

oo

a. Pengadministarsi Tugas Belajar dan Jjin Belajar

—_—
ST

b. Analis Pengembangan Karir

—
Jucirany pat

c.  Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai

3.2

vamwm Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai

a. Pengelola Disiplin Pegawai

i PO B B P Foacs-

b. Analis Pelanggaran Disiplin




. ‘ WHQP&L KEBUTUHAN KELEBIHAN/
NAMA QPWPH..?Z memanzm IDEAL . KEKURANGAN
; 2 | ‘ | 4 5
Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Diklat J abatan 3 m |
a. Analis Diklat | . 1 1 0
~Ib. Pengelola Penyelenggaraan Diklat 1| 1 -0
c. Pranata Diklat 1] 1 0
| JUMLAH 19 | 35 17
M
- [ BUPATI(BOALEMQ
\ -7

DARWIS MORIDU

.




© LAMPIRAN II :,'VPERATURAN BUPATI BOALEMO
e ~ NOMOR : (@ TAHUN 2019
| VTANGGAL . 1€ Derpr 2019
. TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
|  KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELAT IHAN KABUPATEN
BOALEMO

DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
(o BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIH.AN
‘ KABUPATEN BOALEMO
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